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WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 22 TAHUN 2009

. TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KOTA TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2009

WALIKOTA TASIKMALAYA,

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2009, perlu ditetapkan Peraturan
Walikota Tasikmalaya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (APBD) 2009;

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1894 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1897
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685),sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3688);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota
Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 80, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4117);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2034 Nomor 5,
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Ncmor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomaor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanesia
Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dar.
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138),

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2001
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaga
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana
telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574):

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578),

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

- Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentarg
Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi
dan Pemerintah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Repubilk
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737),

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Meneteri Dalam negeri Nomor 59 Tahun 2007);

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 ).

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota
(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 83):

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun
2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 99).

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Tasikmalaya Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 108).
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Menetapkan

Perubahan

: PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(APBD) KOTA TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2009 terdiri dari :

1. PENDAPATAN
a. Pendapatan Asli Daerah

b. Dana Perimbangan

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Jumiah Pendapatan

2. BELANJA
a. Belanja Tidak Langsung

1.
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Belanja Pegawai

Belanja Bunga

Belanja Subsidi

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bagi Hasil

Belanja Bantuan Keuangan
Belanja Tidak terduga

b. Belanja Langsung

1.
2.
3.

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

Jumlah Belanja
Defisit

3. PEMBIAYAAN DAERAH

a. Penerimaan

b. Pengeluaran

(APBD)

Rp. 69.337.990.000,-
Rp. 507.846.735.000,-
Rp. _79.210.662.000.-

Kota Tasikmalaya

Rp. 656.395.387.000,-

Rp. 348.861.400.000,-
Rp. 11.848.000,-

0,-

Rp. 20.695.408.000,-
Rp. 40.636.327.000,-

Rp. 0,-
Rp. 0,-
Rp. 889.948.000,-

Rp 411.094.931.000,-

Rp 58.897.440.000,-
Rp 111.680.689.000,-
Rp 129.866.405.000,-

Rp. 58.034.360.000,-
Rp. 2.890.282.000,-

Jumlah Pembiayaan Neto

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

Rp 300.444.534.000,-
Rp. 711.539.465.000,-

Rp. 55.144.078.000,-

Rp. 55.144.078.000,-

Rp.

0,-



* dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan ini.

Pasal 4
Pelaksanaan penjabaran Perubahan Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang
“Idite'tapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran

_satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5§

Peraturan Walikota Tasikmalaya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Berita

Daerah.

Ditetapkan di Tasikmalaya

W alymgs DO
.

pada tanggal ° ¢

VALIKOTA TASIKMALAYA™

. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kota Tasikmalaya
“Tanggal o Sentember 2079
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" BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2009 NOMOR 251
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Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah (APBY) scbagaimana e



